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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

. NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 53

TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (5), pasal
12 ayat (3), pasal 13 ayat (7), pasal 17 ayat (6), pasal 18 ayat
(4), dan pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang, perlu
menetapkan  Peraturan  Bupati  tentang  Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Sulawesi
Tengah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
LembaranNegara Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diuban
terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Rem»ublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lerabaran Negara Republik Indenesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam



Menetapkan

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional
(Berita Negara Tahun 2017 Nomor 10€7);

13. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor

1);

14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 53 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG
FERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN  DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAEFAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN.

Pasall

Beberepa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun
2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administtratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 53) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 7

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belumn dapat menyediakan
rumah negara bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan
DPRD diberikan tunjangan perumahan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah negara bagi Anggota DPRD, maka Anggota DPRD
diberikan tunjangan perumahan.

(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota



L]

DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan,
dengan perincian sebagai berikut :
a. Pimpinan DPRD masing-masing, sebagai berikut :

(4)

()

)

Ke

1. Ketua sebesar Rp.-0-; dan
2. Wakil Ketua sebesar Rp.9.000.009,- (sembilan juta
rupiah) per bulan.

b. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.5.950.000,-
(lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per
bulan.

Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan secara
bersamaan dengan rumah negara dan perlengkapannya.
Apabila besaran tunjangan perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran tunjangan
perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
Sulawesi Tengah dan dalam peraturan perundang-
undangan ditentukan besaran tunjangan perumahan
untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan
penyesuaian.

Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan huruf b, untuk masing-masing
Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

tentuan pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai

berikut :

(1
(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 8

Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD.
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, maka
Pimpinan DPRD dapat diberikan tunjangan transporta si.
Tunjangan transfortasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan,
dengan perincian sebagai berikut :
a. Pimpinan DPRD masing-masing, sebagai berikut :

1. Ketua sebesar Rp.-0-; dan

2. Wakil Ketua sebesar Rp.-0,-.
b. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.9.000.000,-

(sembilan juta rupiah) per bulan.
Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan secara
‘bersamaan dengan kendaraan dinas jabatan.
Apabila besaran tunjangan transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
Sulawesi Tengah dan dalam peraturan perundang-
undangan ditentukan besaran tunjangan transportasi



untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan
penyesuaian.

(6) Besarnya tunjangan transfortasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan huruf b, untuk masing-masing
Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

3. Diantara pasal 19 dan pasal 20 disisip 1 (satu) pasal yakni
pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggall8 Pebruari 2018
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
‘L

ZAINAL MUS
Diundangkan di Salakan

pada tanggal 9 Pebruari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI K}EPULAUAN ;

BERITA DAE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 4




